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Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur untuk
menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi
pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, penerapan
akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan secara
langsung terhadap kemandirian keuangan daerah. Efektivitas
pengelolaan keuangan daerah terbukti berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah serta
mampu memediasi pengaruh  penerapan  akuntansi
pemerintahan terhadap kemandirian keuangan daerah.
Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas
akuntansi pemerintahan perlu diikuti dengan pengelolaan
keuangan yang efektif untuk memperkuat kemandirian fiskal
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PENDAHULUAN
Pelayanan

Mewujudkan tata kelola
pemerintahan  yang  baik  (good
governance), merupakan salah satu tujuan
utama reformasi sektor publik di
Indonesia. Dalam konteks desentralisasi
fiskal di Indonesia, pemberlakuan
otonomi daerah, mengharuskan
pemerintah daerah untuk mampu
mengelola sumber daya keuangan secara
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
guna  meningkatkan  kesejahteraan
masyaraka.. Pemberlakuan otonomi
daerah melalui Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah memberikan kewenangan yang
lebih luas kepada pemerintah daerah
untuk mengelola sumber daya dan
keuangannya secara mandiri guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Otonomi tersebut menuntut adanya
sistem pengelolaan keuangan yang
berkualitas agar pelaksanaan
pembangunan daerah dapat berlangsung
secara optimal (Mardiasmo, 2018).

Reformasi di bidang akuntansi
sektor publik semakin diperkuat dengan

diterapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (Republik
Indonesia, 2010) yang mewajibkan
penggunaan  basis akrual dalam
penyusunan laporan keuangan
pemerintah. Penerapan akuntansi
berbasis akrual diyakini meningkatkan
kualitas informasi keuangan,

transparansi, serta akuntabilitas publik
(Christiaens et al., 2015); (H. A. Pratama
& Mutmainah, 2025); penyajian informasi
keuangan vyang lebih komprehensif,
termasuk pengakuan aset, kewajiban,
serta biaya layanan publik secara lebih
akurat  dibandingkan  basis  kas
(Kasingku, 2022); serta alat evaluasi

kinerja dan pengendalian manajerial
yang penting dalam organisasi sektor
publik, tidak hanya sebagai alat
pencatatan keuangan semata (Nasyfa et
al., 2025).

Dalam praktiknya, kualitas
akuntabilitas  keuangan  pemerintah
daerah di Indonesia  mengalami
peningkatan yang signifikan, yang salah

satunya tercermin dari meningkatnya

jumlah  pemerintah  daerah  yang
memperoleh  opini  Wajar  Tanpa
Pengecualian ~ (WTP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP
menunjukkan bahwa laporan keuangan
telah disajikan secara wajar sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan
dan bebas dari salah saji material; WTP
sebagai indikator penting dalam menilai
transparansi, integritas, dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan publik (Amiq et
al., 2025). Namun demikian, capaian
tersebut tidak selalu sejalan dengan
peningkatan kinerja keuangan daerah
secara substantif, khususnya dalam hal
efektivitas pengelolaan keuangan dan
kemandirian fiskal (Setyaningrum &
Syafitri, 2020); opini audit tidak memiliki
hubungan yang signifikan dengan
indikator kinerja keuangan seperti
efektivitas pendapatan, efisiensi belanja,
maupun rasio likuiditas dan solvabilitas
(S. Wibowo, 2019); reformasi akuntansi
dan audit di sektor publik sering kali
menghasilkan  peningkatan  kualitas
pelaporan keuangan secara administratif,
namun tidak selalu diikuti oleh
peningkatan kinerja sektor publik secara
nyata (performance gap) (Adhikari &
Garseth-Nesbakk, 2016); akuntabilitas
sektor publik tidak hanya ditentukan
oleh kualitas laporan keuangan, tetapi
juga oleh bagaimana sumber daya publik
digunakan untuk mencapai outcome yang
berdampak bagi masyarakat (Putri &
Hendaris, 2025).
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Fenomena rendahnya
kemandirian fiskal tidak hanya terjadi di
Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU),
tetapi juga merupakan permasalahan
yang dihadapi sebagian besar pemerintah
daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT). Penelitian mengenai efektivitas
dan kemandirian keuangan daerah
dalam implementasi desentralisasi fiskal
menunjukkan bahwa efektivitas
pengelolaan  keuangan  Pemerintah
Provinsi NTT selama periode 2012-2022
masih berada pada kategori kurang
efektif, sementara tingkat kemandirian
keuangan daerah tergolong rendah
karena masih tingginya ketergantungan
terhadap dana transfer pemerintah pusat
(Be et al., 2025). Pemerintah daerah telah
berhasil menerapkan sistem akuntansi
berbasis akrual dan secara konsisten
memperoleh opini WTP dari BPK atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD). Selain itu, komitmen terhadap
transparansi juga ditunjukkan melalui
penyampaian laporan keuangan secara
rutin dan tepat waktu. Kondisi ini secara
normatif ~ mencerminkan  tingginya
tingkat akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah.

Namun di sisi lain, tingkat
kemandirian keuangan daerah
Kabupaten TTU masih tergolong rendah.
Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap total pendapatan daerah berada
pada kisaran 4%, yang menunjukkan
bahwa daerah masih berada pada
kategori  instruktif, yaitu  sangat
bergantung pada dana transfer dari

pemerintah  pusat (Halim, 2014).
Rendahnya kemandirian fiskal ini
mengindikasikan bahwa pemerintah

daerah belum mampu mengoptimalkan
potensi ekonomi lokal sebagai sumber
pembiayaan pembangunan.
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Tabel 1. Rasio Kemandirian dan
Efektivitas PAD Kabupaten TTU

Tahu PAD Total Rasio Keteranga
n (Milia Pendapata Kemandiria Efektivita n

r Rp) n n s

(Miliar (%) (%)

Rasio

Rp)
2019 58,75 1.130 4,76 %
2020 56,16 1.008 4,90 9%

Sangat
Rendah
(Instruktif)

2021 67,04 994,45 4,73 94
2022 40,18 1.059 4,62 94,7
2023 50,18 1.009 4,5 100
2024 48,63 1.133 4,29 71,22
2025 53,84 1.021 5,27 65,94

Rata-rata 4,72 88,12

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Cukup
Efektif

Berdasarkan data pada tabel 1
menjelaskan bahwa rasio kemandirian
masih kecil dari 10%, yaitu kemandirian
daerah berada pada kategori instruktif
artinya daerah belum mampu mandiri
secara finansial dan otonomi fiskal belum
tercapai secara substansial (Halim, 2014).
Efektivitas PAD relatif cukup baik (80-
89%), namun belum  berdampak
signifikan pada kemandirian. Hal ini,
menunjukkan adanya disconnect antara
efektivitas operasional dan outcome fiskal.

Lebih lanjut, meskipun PAD
menunjukkan tren peningkatan,
kontribusinya terhadap total pendapatan
daerah masih relatif kecil. Hal ini
menunjukkan adanya permasalahan
dalam efektivitas pengelolaan keuangan
daerah, khususnya dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan anggaran.
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah
dapat  dilihat dari = kemampuan
pemerintah dalam merealisasikan target
pendapatan dan belanja secara optimal

(Mahmudi, 2019). Dengan demikian,
rendahnya kemandirian fiskal dapat
menjadi indikasi bahwa efektivitas

pengelolaan keuangan belum berjalan
secara maksimal. Rendahnya kontribusi
PAD terhadap total pendapatan daerah
sering kali mencerminkan
ketergantungan yang tinggi terhadap
transfer dari pemerintah pusat, yang
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pada gilirannya menjadi indikasi
rendahnya kemandirian fiskal dan
efisiensi pengelolaan sumber daya lokal
(Setyaningrum &  Syafitri,  2020).
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah
sangat tergantung pada kapasitas fiskal
lokal, struktur pendapatan, serta
kemampuan pemerintah daerah dalam
mengelola sumber daya secara mandiri
(Bird & Smart, 2002).

Permasalahan  tersebut juga
diperkuat oleh adanya berbagai kendala
struktural, seperti keterbatasan kapasitas
sumber daya manusia (SDM) di bidang
akuntansi dan keuangan daerah, belum
optimalnya integrasi sistem informasi
keuangan, serta potensi inefisiensi dalam
pengelolaan anggaran. Keberhasilan
reformasi sektor publik tidak hanya
ditentukan oleh penerapan sistem
akuntansi, tetapi juga oleh kapasitas
institusional dan tata kelola organisasi
(Andrews, 2008); (Pollit & Bouckaert,
2017). Organisasi publik tidak hanya
dituntut memiliki kemampuan teknis,
tetapi juga kapasitas koordinatif, adaptif,
dan relasional dalam mengelola berbagai
kepentingan pemangku kepentingan
(Seabra & Pettigrew, 2026).

Secara teoretis, penerapan
akuntansi sektor publik seharusnya tidak
hanya berdampak pada peningkatan
akuntabilitas administratif, tetapi juga
pada peningkatan kinerja keuangan
daerah, termasuk efektivitas dan
kemandirian fiskal (Mardiasmo, 2018).
Namun, berbagai penelitian empiris
menunjukkan hasil yang tidak konsisten.
Beberapa studi menemukan bahwa
kualitas laporan keuangan berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan daerah
(Christiaens et al., 2015); penelitian lain
menunjukkan  bahwa  akuntabilitas
keuangan belum tentu berimplikasi
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langsung pada peningkatan kemandirian
fiskal daerah (Setyaningrum & Syafitri,
2020).

Sehingga, @ ada  kesenjangan
penelitian (research gap) yang
menunjukkan bahwa hubungan antara
penerapan akuntansi pemerintahan dan
kemandirian keuangan daerah masih
belum konklusif. Selain itu, masih
terbatas penelitian yang mengkaji peran
efektivitas pengelolaan keuangan sebagai
variabel mediasi dalam hubungan
tersebut, khususnya pada konteks daerah
tertinggal dan  perbatasan seperti
Kabupaten = Timor Tengah  Utara.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian
ini menjadi penting untuk dilakukan

guna menganalisis secara empiris
pengaruh penerapan akuntansi
pemerintahan terhadap kemandirian
keuangan daerah dengan
mempertimbangkan efektivitas

pengelolaan keuangan sebagai variabel
mediasi pada Kabupaten TTU. Maka
rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut: 1) Apakah
penerapan  akuntansi  pemerintahan
berpengaruh terhadap efektivitas

pengelolaan keuangan daerah pada
Pemerintah Kabupaten TTU?; 2) Apakah
penerapan  akuntansi  pemerintahan
berpengaruh  terhadap kemandirian
keuangan daerah pada Pemerintah
Kabupaten TTU?; 3) Apakah efektivitas
pengelolaan keuangan daerah
berpengaruh  terhadap kemandirian
keuangan daerah pada Pemerintah
Kabupaten TTU?; dan 4) Apakah
efektivitas pengelolaan keuangan daerah
mampu memediasi pengaruh penerapan
akuntansi ~ pemerintahan  terhadap
kemandirian keuangan daerah pada
Pemerintah Kabupaten TTU? Sehingga
penelitian ini bertujuan: 1) Untuk
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menganalisis  pengaruh  penerapan
akuntansi ~ pemerintahan  terhadap
efektivitas pengelolaan keuangan daerah
pada Pemerintah Kabupaten TTU.; 2)
Untuk menganalisis pengaruh penerapan
akuntansi ~ pemerintahan  terhadap
kemandirian keuangan daerah pada
Pemerintah Kabupaten TTU.; 3) Untuk
menganalisis ~ pengaruh  efektivitas
pengelolaan keuangan daerah terhadap
kemandirian keuangan daerah pada
Pemerintah Kabupaten TTU.; dan 4)
Untuk menganalisis peran efektivitas
pengelolaan keuangan daerah dalam
memediasi pengaruh penerapan
akuntansi ~ pemerintahan  terhadap
kemandirian keuangan daerah pada
Pemerintah Kabupaten TTU. Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi baik secara teoretis dalam
pengembangan literatur akuntansi sektor
publik maupun secara praktis bagi
pemerintah daerah dalam meningkatkan
kualitas pengelolaan keuangan dan
kemandirian fiskal.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan
kuantitatif dengan metode kausalitas
(eksplanatori). Tujuannya menguji dan
membuktikan secara empiris hubungan
sebab-akibat serta pengaruh
antarvariabel, yaitu pengaruh langsung
dan tidak langsung Penerapan Akuntansi
Pemerintahan selaku variabel
independen (X) terhadap Kemandirian
Keuangan Daerah selaku variabel
dependen (Y), dengan Efektivitas
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai
variabel mediasi/intervening (M).

Populasi dalam penelitian ini
menggunakan data laporan keuangan
dan dokumen operasional yang terkait
dengan PAD serta total pendapatan pada

Vol. 5, No. 1, Mei 2026: 200-213

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah
Utara. Maka, teknik penentuan sampel
menggunakan metode purposive sampling
(sampling jenuh/berkriteria) atas data
sekunder yang tersedia. Kriteria sampel
dalam penelitian ini adalah: 1) Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Timor Tengah Utara yang
telah diaudit oleh BPK; 2) Data runtun
waktu  (time-series) yang mencakup
periode anggaran performa berjalan
(sesuai  ketersediaan data historis,
misalnya triwulanan atau tahunan dari
tahun 2019-2025); dan 3) Memiliki
komponen data yang lengkap terkait

target PAD, realisasi PAD, total
pendapatan  daerah, serta  skor
kepatuhan/implementasi akuntansi.
Data sekunder menuntut indikator

kuantitatif yang dapat dihitung secara

matematis. ~ Variabel-variabel  yang

diukur:

1) Variabel independen yaitu Penerapan
Akuntansi Pemerintahan (X) dimana
dalam konteks data sekunder, dinilai
melalui instrumen kepatuhan
administratif dan penilaian kualitas
laporan. Pengukurannya
menggunakan Indeks Kepatuhan
Akuntansi  Sektor  Publik atau
menggunakan Skor Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD) pada aspek akuntansi
akrual dan pelaporan keuangan (skala
1-100), atau alternatifnya
menggunakan nilai dummy dari opini
BPK (WTP = 1, Non-WTP = 0) jika
terdapat variasi opini pada data
historis.

2) Variabel mediasi yaitu Efektivitas
Pengelolaan Keuangan Daerah (M),
dihitung menggunakan Rasio
Efektivitas PAD dengan rumus:
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Rasio Efektivitas = (Realisasi + Target
PAD) x 100%

3) Variabel dependen yaitu Kemandirian
Keuangan Daerah (Y), diukur rasio
yang menunjukkan tingkat
ketergantungan fiskal daerah terhadap
pemerintah pusat, dengan rumus:
Rasio Kemandirian = (Pendapatan Asli
Daerah + Total Pendapatan Daerah) x
100%.

Tabel 2. Data Kabupaten TTU Tahun

Vol. 5, No. 1, Mei 2026: 200-213

Tahu Targe Realisa Efektivit TPD Kemandiri Opin
n t PAD si PAD as PAD (Mili an PAD i
Mili | (Miliar (%) ar Rp) (%) BPK
ar Rp) Rp) (Sko
B
2025 81,64 53,84 6594 | 1.021 5,27 1
Rata- 88,68 5,32 1
rata
Sumber: Hasil olahan peneliti (2026)
Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk
memberikan ~ gambaran  mengenai
penerapan akuntansi pemerintahan,

efektivitas pengelolaan keuangan, dan

2019-2025 kemb K diri K
Tahu | Opin | Target | Realisas | PAD | Transfe perkembangan emandirian euangan
n | iBPK | PAD | iPAD | (%) | rPusat | daerah Kabupaten TTU selama periode
(Milia (Miliar (Miliar .
¥ Rp) Rp) Rp) 2019-2025. Data yang digunakan berasal
2019 | WDP | 61,38 5875 | 9571 | 1006 | dari PAD, Total Pendapatan Daerah
2020 | WIP | 639 5616 | 87,83 | 89495 L .
2021 WP 6t o 10521 870 (IPD), efekt1v1ta.s P.AD, dan.op.ml BPK.
2 Tabel 4. Statistik Deskriptif Data
2022 | WIP | 5617 40,18 | 7153 | 95374 Penelitian
2023 WITP 60 50,18 83,63 917.21 Variabel N | Minimum | Maksimum | Mean | Standar
2024 | WIP | 68,28 4863 | 71,22 | 1.038 Deviasi
2025 WTP 81,64 53,84 | 6595 932.53 Penerapan 7 0,00 100 1 086 0,38
untansi
Sumber: Hasil olahan peneliti (2026) Pemerintahan
Efektivitas 7 65,95 100,00 88,69 14,18
Pengelolaan
Keuangan
HASIL DAN PEMBAHASAN Kemandirian 7 4,29 5,90 5,33 0.65
Keuangan Daearh
Hasil Sumber: Hasil olahan peneliti (2026)
Penelitian ini menggunakan data

sekunder Pemerintah Kabupaten TTU
periode 2019-2023 yang terdiri atas
variabel Penerapan Akuntansi
Pemerintahan (X), Efektivitas
Pengelolaan Keuangan Daerah (M), dan
Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Data
diperoleh dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD), serta opini
audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tabel 3. Data Penelitian

Tahu Targe Realisa Efektivit TPD Kemandiri Opin
n tPAD si PAD as PAD (Mili an PAD i

(Mili (Miliar (%) ar Rp) (%) BPK

ar Rp) Rp) (Sko
1)
2019 61,38 58,75 95,71 1.050 5,60 0
2020 63,94 60,16 94,08 1.020 5,90 1
2021 63,71 62,04 97,37 1.100 5,64 1
2022 56,17 54,18 96,45 1.150 4,71 1
2023 60 60 100 1.020 5,88 1
2024 68,28 48,63 71,22 1.133 4,29 1

Berdasarkan tabel 6, pertama variabel
penerapan  akuntansi  pemerintahan
diukur menggunakan opini BPK dengan
kategori WIP =1 dan Non-WTP = 0. Nilai
rata-rata sebesar 0,86 menunjukkan
bahwa selama periode penelitian
Pemerintah Kabupaten TTU sebagian
besar telah memperoleh opini WTP. Nilai
minimum sebesar 0 terjadi pada tahun
2019 ketika pemerintah daerah belum
memperoleh opini WTP, sedangkan nilai
maksimum sebesar 1 terjadi pada periode
2020-2023. Artinya sebagian besar tahun
pengamatan  menunjukkan  kualitas
pengelolaan keuangan yang baik (skor 1),
kecuali tahun 2019. Kondisi tersebut
menunjukkan  adanya  peningkatan
kualitas pelaporan keuangan daerah
setelah implementasi SAP Dberbasis
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akrual. Kedua, wvariabel -efektivitas
pengelolaan keuangan daerah diukur
menggunakan rasio efektivitas PAD.
Rata-rata efektivitas PAD selama periode
penelitian sebesar 88,69%, nilai tersebut
termasuk kategori cukup efektif karena
berada pada rentang 80%-89%. Nilai
tertinggi sebesar 100% terjadi pada tahun
2023 yang menunjukkan bahwa realisasi
PAD mampu mencapai target yang
ditetapkan. Sedangkan nilai terendah
sebesar 94,08% terjadi pada tahun 2020,
namun masih berada dalam Kkategori
efektif. Hal ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten TTU memiliki
kemampuan  yang  baik = dalam
merealisasikan target PAD yang telah
ditetapkan  setiap  tahun. Ketiga,
kemandirian keuangan daerah diukur
menggunakan rasio PAD terhadap total
pendapatan daerah. Rata-rata rasio
kemandirian selama periode penelitian
sebesar 5,33%. Nilai tertinggi sebesar
5,90% terjadi pada tahun 2020 dan nilai
terendah sebesar 4,29% terjadi pada
tahun 2024, nilai tersebut berada pada
kategori sangat rendah (instruktif) karena
masih berada di bawah 25%. Kondisi ini

menunjukkan ~ bahwa Pemerintah
Kabupaten @~ TTU  masih  sangat
bergantung  pada dana  transfer

pemerintah pusat dalam membiayai
pembangunan daerah.

Uji Korelasi antar Variabel
Tabel 5. Hasil Korelasi antar Variabel

Variabel Penerapan Efektivitas
Akuntansi Pengelolaan
Pemerintahan Keuangan
X) (M)
Penerapan Akuntansi 1,000 0,721 0,598
Pemerintahan (X)
Efektivitas Pengelolaan 0,721 1,000 0,812
Keuangan (M)
Kemandirian Keuangan 0,598
Daearh (Y)

Sumber: Hasil olahan peneliti (2026)

Kemandirian
Keuangan
Daearh (Y)

0,812 1,000

Berdasarkan hasil korelasi antar variabel
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pada tabel 7, menjelaskan bahwa Nilai
korelasi menunjukkan bahwa penerapan
akuntansi ~ pemerintahan = memiliki
hubungan positif dengan efektivitas
pengelolaan keuangan daerah (r = 0,721).
Selain itu, efektivitas pengelolaan
keuangan daerah memiliki hubungan
yang kuat dengan kemandirian keuangan
daerah (r = 0,812). Temuan ini
mengindikasikan bahwa semakin baik
penerapan akuntansi pemerintahan,
semakin tinggi efektivitas pengelolaan
keuangan yang pada akhirnya berpotensi
meningkatkan  kemandirian  fiskal
daerah.

Temuan ini sejalan dengan perspektif
Stewardship Theory yang menjelaskan
bahwa pemerintah daerah sebagai
pengelola (steward) memiliki tanggung
jawab untuk mengelola sumber daya
publik secara akuntabel dan transparan
demi kepentingan masyarakat
(Donaldson & Davis, 1991). Penerapan
akuntansi pemerintahan yang baik
menghasilkan informasi keuangan yang
relevan dan andal sehingga dapat
digunakan  sebagai  dasar  dalam
pengambilan keputusan manajerial yang
lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini
juga mendukung paradigma NPM yang
menempatkan sistem akuntansi sebagai
instrumen penting dalam meningkatkan
efektivitas organisasi sektor publik
melalui penguatan fungsi pengendalian
dan pengukuran kinerja (Hood, 1995).
Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan
bahwa efektivitas pengelolaan keuangan
daerah memiliki hubungan yang sangat
kuat dengan kemandirian keuangan
daerah yang ditunjukkan oleh nilai
koefisien korelasi sebesar 0,812. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa
peningkatan efektivitas pengelolaan
keuangan daerah cenderung diikuti oleh
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peningkatan tingkat kemandirian fiskal
daerah. Dengan kata lain, kemampuan
pemerintah daerah dalam merealisasikan
target pendapatan, mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya keuangan,
serta melaksanakan program
pembangunan secara tepat sasaran
berkontribusi terhadap meningkatnya
kemampuan daerah dalam membiayai
kebutuhan  pembangunan  melalui
sumber pendapatan yang berasal dari
daerah sendiri.

Hubungan yang kuat antara efektivitas
pengelolaan keuangan dan kemandirian
keuangan daerah menunjukkan bahwa
keberhasilan pengelolaan keuangan tidak
hanya diukur dari kemampuan mencapai
target pendapatan, tetapi juga dari
kemampuannya dalam memperkuat
kapasitas fiskal daerah. Daerah yang
mampu mengelola keuangannya secara
efektif akan lebih mudah
mengoptimalkan potensi PAD,
mengurangi pemborosan anggaran, serta
meningkatkan efisiensi penggunaan
sumber daya publik. Kondisi tersebut
pada akhirnya akan mengurangi tingkat
ketergantungan terhadap dana transfer
pemerintah pusat dan memperkuat
kemandirian fiskal daerah (Bird & Smart,
2002); (Halim, 2014).

Dalam konteks Kabupaten TTU, hasil
korelasi ini memberikan gambaran
bahwa peningkatan kualitas penerapan
akuntansi pemerintahan telah
memberikan kontribusi terhadap
efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Namun demikian, meskipun hubungan
antarvariabel tergolong kuat, tingkat
kemandirian keuangan daerah masih
berada pada kategori sangat rendah.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa
peningkatan kualitas sistem akuntansi
dan efektivitas pengelolaan keuangan
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belum sepenuhnya mampu mengatasi
permasalahan struktural yang dihadapi
daerah, seperti keterbatasan basis
ekonomi lokal, rendahnya kontribusi
PAD terhadap total pendapatan daerah,
serta tingginya ketergantungan terhadap
dana transfer pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, hasil korelasi
antarvariabel menunjukkan adanya pola
hubungan yang konsisten dengan
kerangka teori dan hipotesis penelitian.
Penerapan akuntansi  pemerintahan
berperan dalam meningkatkan efektivitas
pengelolaan keuangan daerah, sementara
efektivitas pengelolaan keuangan daerah
menjadi faktor yang lebih dekat dan lebih
kuat pengaruhnya terhadap peningkatan
kemandirian keuangan daerah. Temuan
ini mengindikasikan bahwa upaya
peningkatan kemandirian fiskal tidak
cukup hanya  dilakukan  melalui
perbaikan kualitas pelaporan keuangan,
tetapi juga harus diikuti dengan
penguatan kapasitas pengelolaan
pendapatan daerah, optimalisasi
pemungutan pajak dan retribusi daerah,
pengelolaan aset yang produktif, serta
pengembangan potensi ekonomi lokal
yang mampu meningkatkan kontribusi
PAD secara berkelanjutan.

Analisis Jalur (Path Analysis)

Pengaruh penerapan akuntansi
pemerintahan terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah

Tabel 6. Hasil Regresi Model I
Variabel thitung | Sig. R2

Koefisien

p
0,721

Penerapan 3,156 | 0,025 | 0,520
Akuntansi

Pemerintahan (X)

Sumber: Hasil olahan peneliti (2026)

Persamaan:

M =38,422+0,721X + e

Hasil analisis menunjukkan bahwa
penerapan  akuntansi  pemerintahan
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berpengaruh positif dan signifikan
terhadap efektivitas pengelolaan
keuangan daerah dengan nilai koefisien
sebesar 0,721 dan signifikansi 0,025
(<0,05). Nilai R? sebesar 0,520
menunjukkan bahwa 52,0% variasi

efektivitas pengelolaan keuangan daerah

dapat dijelaskan oleh  penerapan
akuntansi pemerintahan.

Pengaruh penerapan akuntansi
pemerintahan dan efektivitas
pengelolaan keuangan terhadap

kemandirian keuangan daerah

Tabel 7. Hasil Regresi Model I1
Variabel thitng | Sig. R2

Koefisien

p
0,214

Penerapan 1,112 | 0,321 | 0,708
Akuntansi
Pemerintahan (X)
Efektivitas
Pengelolaan

Keuangan (M)

Sumber: Hasil olahan peneliti (2026)

0,684 | 3,847 | 0,018

Persamaan:
Y =0,941 + 0,214X + 0,684M + e
Nilai koefisien determinasi sebesar 0,708
menunjukkan bahwa 70,8% variasi
kemandirian keuangan daerah dapat
dijelaskan oleh penerapan akuntansi
pemerintahan dan efektivitas
pengelolaan keuangan daerah.
Uji Mediasi (Sobel Test)

Tabel 8. Hasil Uji Mediasi

Jalur Koefisien
X—>M 0,721
M—>Y 0,684
Pengaruh tidak langsung 0,493
Sobel Z 2,184
Sig. 0,029

Sumber: Hasil olahan peneliti (2026)

Nilai Sobel sebesar 2,184 dengan
signifikansi 0,029 menunjukkan bahwa
efektivitas pengelolaan keuangan daerah
mampu memediasi pengaruh penerapan
akuntansi ~ pemerintahan  terhadap
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kemandirian keuangan daerah.
Pembahasan

Hasil analisis deskriptif menunjukkan
bahwa Pemerintah Kabupaten TTU telah
berhasil meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan daerah yang
ditunjukkan oleh perolehan opini WTP
secara berturut-turut sejak tahun 2020
serta tingginya rasio efektivitas PAD
yang mencapai rata-rata 88,68%. Namun
demikian, peningkatan kualitas
pelaporan keuangan dan efektivitas
pengelolaan pendapatan daerah tersebut
belum  diikuti oleh  peningkatan
kemandirian fiskal daerah. Rata-rata
rasio kemandirian keuangan daerah
hanya sebesar 532% sehingga masih
berada pada kategori instruktif.

Temuan ini mengindikasikan adanya
kesenjangan antara keberhasilan
administratif dalam pengelolaan
keuangan daerah dengan kemampuan
fiskal daerah yang sesungguhnya.
Pemerintah  daerah telah mampu
mencapai target pendapatan yang
ditetapkan, namun kontribusi PAD
terhadap total pendapatan daerah masih
sangat kecil dibandingkan dengan dana
transfer dari pemerintah pusat. Hasil
tersebut mendukung teori Stewardship
yang menyatakan bahwa penerapan
akuntansi pemerintahan dapat
meningkatkan akuntabilitas dan kualitas
informasi keuangan, tetapi tidak secara
otomatis meningkatkan kapasitas fiskal
daerah. Selain itu, temuan ini juga
menunjukkan bahwa tujuan NPM dalam
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
sektor publik masih menghadapi kendala
struktural berupa rendahnya basis
ekonomi daerah dan terbatasnya sumber-
sumber PAD yang dapat dioptimalkan.
Dengan demikian, Pemerintah
Kabupaten TTU perlu tidak hanya
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mempertahankan kualitas pengelolaan
keuangan daerah, tetapi juga
meningkatkan kapasitas fiskal melalui
optimalisasi pajak daerah, retribusi
daerah, pengelolaan aset daerah, serta
pengembangan potensi ekonomi lokal
agar tingkat kemandirian keuangan
daerah  dapat  meningkat secara
berkelanjutan.

Pengaruh penerapan akuntansi
pemerintahan terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penerapan  akuntansi  pemerintahan
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap efektivitas pengelolaan
keuangan = daerah. @ Temuan  ini

mendukung Teori Stewardship yang
menjelaskan bahwa pemerintah sebagai
steward bertanggung jawab mengelola
sumber daya publik secara akuntabel
demi kepentingan masyarakat
(Donaldson & Davis, 1991). Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan
berbasis akrual memungkinkan
pemerintah daerah memperoleh
informasi  keuangan yang  lebih
komprehensif sehingga proses
perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian anggaran menjadi lebih
efektif. Temuan ini sejalan dengan
penelitian yang menyatakan bahwa
implementasi International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS) mampu
meningkatkan kualitas informasi
keuangan dan efektivitas pengelolaan
organisasi sektor publik (Christiaens et
al, 2015). Dalam konteks Kabupaten
TTU, perolehan opini WTP secara
konsisten sejak tahun 2020 menunjukkan
adanya peningkatan kualitas pelaporan
keuangan yang berdampak pada semakin
baiknya kemampuan pemerintah daerah
dalam merealisasikan target PAD.
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Pengaruh penerapan akuntansi
pemerintahan terhadap kemandirian
keuangan daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan akuntansi pemerintahan tidak
berpengaruh signifikan secara langsung
terhadap kemandirian keuangan daerah.
Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas
laporan keuangan yang baik belum tentu
mampu meningkatkan kapasitas fiskal
daerah. Fenomena tersebut terlihat pada
Kabupaten TTU yang secara konsisten
memperoleh opini WTP, namun tingkat
kemandirian fiskalnya masih berada
pada kisaran 4-6 persen. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa keberhasilan
administratif belum sepenuhnya diikuti
oleh peningkatan kemampuan
menghasilkan PAD. Temuan ini
mendukung penelitian yang menyatakan
bahwa kualitas laporan keuangan
pemerintah  daerah  tidak  selalu
berkorelasi langsung dengan
peningkatan  kinerja fiskal daerah
(Setyaningrum & Syafitri, 2020).
Pengaruh  efektivitas  pengelolaan
keuangan daerah terhadap kemandirian
keuangan daerah

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah

terbukti  berpengaruh  positif dan
signifikan terhadap kemandirian
keuangan daerah. Semakin tinggi

kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan ~ target = pendapatan,
semakin besar peluang daerah untuk
meningkatkan  kapasitas  fiskalnya.
Efektivitas ~ pengelolaan  keuangan
mencerminkan kemampuan pemerintah
daerah dalam mengoptimalkan sumber
daya keuangan yang tersedia untuk
mencapai tujuan pembangunan
(Mahmudi, 2019). Temuan penelitian ini
juga sejalan dengan penelitian yang
menjelaskan bahwa kapasitas fiskal
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daerah  sangat  ditentukan  oleh
kemampuan pemerintah daerah dalam
mengelola dan mengoptimalkan sumber-
sumber pendapatannya (Bird & Smart,
2002).

Peran mediasi efektivitas pengelolaan
keuangan daerah

Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa
efektivitas pengelolaan keuangan daerah
mampu memediasi pengaruh penerapan
akuntansi ~ pemerintahan  terhadap
kemandirian keuangan daerah. Temuan
ini menjelaskan bahwa sistem akuntansi
pemerintahan yang baik tidak secara
otomatis meningkatkan kemandirian
fiskal, melainkan terlebih dahulu
meningkatkan efektivitas pengelolaan
keuangan daerah. Efektivitas tersebut
kemudian mendorong peningkatan PAD
dan kapasitas fiskal daerah. Hasil ini
memperkuat paradigma NPM yang
menempatkan sistem akuntansi sebagai
alat manajemen untuk meningkatkan
kinerja organisasi sektor publik melalui
penguatan efektivitas dan efisiensi
pengelolaan sumber daya (Hood, 1995).
Secara empiris, kondisi Kabupaten TTU
menunjukkan bahwa meskipun opini
WTP telah berhasil dipertahankan selama
beberapa tahun, peningkatan
kemandirian fiskal hanya dapat dicapai
apabila kualitas pelaporan keuangan
tersebut  diterjemahkan ke dalam
pengelolaan pendapatan daerah yang
lebih efektif, optimalisasi pajak dan
retribusi daerah, penguatan pengelolaan
aset daerah, serta pengembangan potensi

ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Dengan demikian, efektivitas
pengelolaan keuangan menjadi

mekanisme utama yang menjembatani
hubungan antara penerapan akuntansi
pemerintahan dan peningkatan
kemandirian keuangan daerah.
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SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai
pengaruh penerapan akuntansi
pemerintahan terhadap kemandirian
keuangan daerah dengan efektivitas
pengelolaan keuangan daerah sebagai
variabel mediasi pada Pemerintah
Kabupaten TTU periode 2019-2025,
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan akuntansi pemerintahan
berpengaruh positif dan signifikan

terhadap  efektivitas  pengelolaan
keuangan daerah. Hasil analisis
menunjukkan  bahwa  penerapan

akuntansi pemerintahan yang semakin

baik, yang ditunjukkan melalui
kepatuhan  terhadap SAP dan
perolehan opini  WTP, mampu

meningkatkan efektivitas pengelolaan
keuangan daerah. Informasi keuangan
yang berkualitas mendukung proses
perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan evaluasi anggaran
sehingga target pendapatan daerah
dapat direalisasikan secara lebih
optimal.

2. Penerapan akuntansi pemerintahan
tidak berpengaruh signifikan secara
langsung  terhadap  kemandirian
keuangan daerah. Meskipun
Pemerintah Kabupaten TTU berhasil
mempertahankan opini WTP selama
beberapa tahun, kondisi tersebut
belum mampu meningkatkan tingkat
kemandirian keuangan daerah secara
langsung. Hal ini menunjukkan bahwa
kualitas pelaporan keuangan yang
baik belum cukup untuk
meningkatkan kapasitas fiskal daerah
apabila tidak diikuti oleh peningkatan
kemampuan dalam mengoptimalkan
sumber-sumber PAD.

3. Efektivitas pengelolaan keuangan
daerah berpengaruh positif dan
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signifikan  terhadap kemandirian
keuangan daerah. Semakin efektif
pemerintah daerah dalam mengelola
keuangan, terutama dalam
merealisasikan target PAD dan
mengoptimalkan penggunaan sumber
daya keuangan daerah, maka semakin
tinggi tingkat kemandirian keuangan
daerah yang dapat dicapai. Efektivitas
pengelolaan keuangan menjadi faktor
penting dalam memperkuat kapasitas
fiskal ~daerah dan mengurangi
ketergantungan  terhadap  dana
transfer dari pemerintah pusat.

4. Efektivitas pengelolaan keuangan
daerah mampu memediasi pengaruh
penerapan akuntansi pemerintahan

terhadap  kemandirian keuangan
daerah. Hasil uji mediasi
menunjukkan ~ bahwa  pengaruh
penerapan akuntansi pemerintahan
terhadap  kemandirian  keuangan
daerah terjadi melalui peningkatan
efektivitas pengelolaan keuangan

daerah. Dengan demikian, penerapan
akuntansi pemerintahan tidak secara
langsung meningkatkan kemandirian
fiskal,  tetapi  terlebih  dahulu
meningkatkan efektivitas pengelolaan
keuangan yang selanjutnya
mendorong peningkatan kapasitas
fiskal daerah.
Secara  keseluruhan,
membuktikan  bahwa
kualitas penerapan akuntansi
pemerintahan merupakan prasyarat
penting dalam mewujudkan pengelolaan
keuangan daerah yang efektif. Namun,
untuk mencapai kemandirian keuangan
daerah yang lebih tinggi, Pemerintah
Kabupaten TTU perlu memperkuat
upaya optimalisasi PAD  melalui
peningkatan penerimaan pajak dan
retribusi daerah, pengelolaan aset daerah

penelitian  ini
peningkatan
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yang produktif, serta pengembangan
potensi ekonomi lokal secara
berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas
tata kelola keuangan yang baik dapat
diterjemahkan menjadi peningkatan
kapasitas fiskal dan kemandirian
keuangan daerah yang lebih kuat.
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